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ABSTRAK


Tindak pidana korupsi saat ini sudah menjadi masalah global antar negara, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi digolongkan sebagai extra ordinary crime karena menyebabkan kerugian negara yang besar dan membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Di Indonesia korupsi sepertinya sudah menjadi budaya yang berurat berakar, sehingga pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintah untuk ditanggulangi secara  lebih serius dan mendesak. Proses penyidikan tindak pidana korupsi merupakan tahapan yang sangat menetukan dalam upaya penuntutan di sidang peradilan. Penyidik dan penuntut umum dituntut untuk saling koordinasi baik secara fungsional mupun instansional. Bentuk pelaksanaan koordinasi fungsional antara lain:1). Pemberitahuan dimulainya penyidikan 2). Perpanjangan penahanan 3). Pemberitahuan penghentian penyidikan 4). Penyerahan berkas perkara. Sedangkan bentuk koordinasi instansional antara lain :1). Rapat kerja gabungan 2). Penataran gabungan 3). supervisi dan lain-lain. Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang koordinasi fungsional dan instansional tersebut sudah berjalan dengan baik. Penyidikan kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri padang lebih banyak dilakukan oleh kejaksaan dibanding kepolisian. Sementara itu kendala yang dihadapai dalam penyidikan dan faktor penyebab lambannya penanganan korupsi antara lain : 1). Administrasi yang terlalu rumit 2). Kendala finansial 3). Minimnya sarana yang tersedia 4). Kondisi peraturan perundang-undangan dalam hukum acara pidana 5). Sumber Daya manusia 6). Faktor kesadaran hukum masyarakat. Dalam proses penyidikan apabila ditemukan penyimpangan, reaksi dari instansi yang bersangkutan diantaranya berupa teguran keras terhadap penyidik yang bermasalah. Tindakan lain adalah berupa pencabutan surat tugas dan menyerahkan tugas penyidikan kepada penyidik lain. 

PELAKSANAAN PRINSIP KOORDINASI FUNGSIONAL DAN INSTANSIONAL DALAM PENYIDIKAN PERKARA 

TINDAK PIDANA KORUPSI

( Studi Kasus Kota Padang )

1. Latar Belakang Masalah

   
Bergulirnya era reformasi pada tahun 1998 yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru, setelah Soeharto yang berhasil berkuasa dengan relatif aman selama 32 tahun tiba-tiba singgasananya ambruk disertai desakan masyarakat supaya dia diadili. Rupanya teori mantan presiden Meksiko yang juga berkuasa selama 32 tahun yaitu Porfirio Diaz 
 yang membiarkan pengikutnya menggigit tulang sehingga tidak dapat menggonggong apalagi menggigit karena ada tulang dimulutnya. Hal semacam itu rupanya dipraktekkan pula oleh rezim orde baru secara tidak sadar, itu berarti pengikutnya dibiarkan korupsi sehingga dengan demikian tidak akan menggugat korupsi, akan tetapi setelah tulang itu terlepas mereka pun menggonggong sangat keras.

Andaikata Amir Machmud mantan Menteri Dalam Negeri dan Ketua MPR masih hidup ketika terjadi krisis moneter dan kejatuhan Soeharto, ia akan menyaksikan kekeliruan ucapannya seperti dimuat dalam salah satu harian ibu kota yang mengatakan, banyak orang melihat korupsi begitu serius seakan-akan negara akan ambruk karenanya. Kenyataan sekarang membuktikan bahwa akibat korupsi yang dibiarkan mewabah tanpa batas itu membawa akibat sangat jauh terhadap kehidupan ekonomi, politik dan sosial sampai pada kerusuhan sosial yang ganas bahkan cenderung menjadikan sebagian orang menjadi biadab
. Dengan telah berurat berakar dan tumbuh suburnya korupsi di Indonesia maka Indonesia memeproleh gelar sebagai negara terkorup di Asia Tenggara. 

Di berbagai belahan dunia korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini, dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan.Korupsi merupakan masalah serius dan tindak pidana ini dapat membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karna perbuatan tersebut sudah menjadi budaya yang  berurat berakar dimasyarakat kita. Korupsi juga merupakan acaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Korupsi saat ini sudah menjadi masalah global antar negara yang tergolong kejahatan transnasional, bahkan atas implikasi buruk multidimensi kerugian ekonomi dan keuangan negara yang besar maka korupsi dapat dogolongkan sebagai extra ordinary crime sehingga harus diberantas. Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara lebih serius dan mendesak, serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Secara yuridis formal pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dilihat dari sejarah peraturannya, telah diatur pada delik-delik Korupsi dalam KUHAP, Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat ( Angkatan  Darat dan Laut), Undang-Undang No. 24  (Prp) tahun 1960 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terakhir adalah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999. Perubahan peraturan perundang-undangan yang semakin hari semakin keras bahkan cenderung overdosis, ternyata sama sekali tidak menolong terbukti bahwa korupsi masih saja terjadi, itu disebabkan karena korupsi sudah menjadi penyakit masyarakat. 

Yang menjadi kendala besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah terlalu banyaknya orang-orang yang akan terkena ancaman pidana jika undang-undang pemberantasan korupsi dijalankan sungguh-sungguh. Akan terjadi saling tuding siapa menyidik siapa, sebab si A yang hari ini menuntut koruptor besok dia yang akan dituntut. Begitu pula hakim yang mengadili, diapun semestinya diadili. Penasehat hukum pun ada yang terlibat kolusi dengan penegak hukum sehingga mereka sendiri perlu penasehat hukum, terjadi lingkaran setan yang tidak tentu dimana ujung pangkalnya. Meskipun demikian hukum mutlak harus ditegakkan, karena masyarakat ingin melihat hukum itu sebagai pemersatu bangsa agar tidak bercerai -  berai dan mereka ingin agar hukum berpihak kepada orang lemah dan jujur serta menjadikan musuh orang yang curang dan tidak jujur (korup).

Penyebab lain mengapa kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dan dalam keadaan yang terselubung dan teroganisir. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut white collar crime  atau kejahatan kerah putih.

Menyadari kompleksnya permasaalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana ini dikategorikan  sebagai permasaalahan nasional yang harus dihadapai secra sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Di era reformasi selama beberapa tahun terakhir ini, belum terlihat perubahan yang signifikan dalam upaya penanganan kasus tindak pidana korupsi. Ini merupakan hal yang sangat ironis, mengingat tujuan reformasi adalah untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini menunjukkan pemerintah yang demokratis belum serius memberantas korupsi serta penegakan hukum belum dijalankan sungguh-sungguh.

Masalah penegakan hukum secara nasional sebagaimana diatur dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 TAP MPR No. IV/MPR/1999, di bidang hukum menetapkan arah kebijakan secara garis besar yakni untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia, dan ini harus dilaksanakan secara konsisten.

Menurut W. Friedman harus ada empat faktor utama penegakan hukum yang baik, seperti dikutip oleh Soekanto yaitu : 

1. Faktor substansial, dalam hal ini adalah undang-undang atau peraturan peraturan yang diberlakukan 

2. Faktor struktural, dalam hal ini aparatur penegak hukum yang berwibawa

3. Faktor kultural, dalam hal ini kesadaran hukum masyarakat dan

4. Faktor manajerial, dalam hal ini adalah administrasi dan organisasi pengelolaan penegakan hukum.

Efektifnya penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi sangat dipengaruhi oleh bekerjanya subsistem yang terkait dengan penyelenggaraan  proses peradilan pidana sesuai tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi dengan baik. Kepolisian pada tahap penyidikan, Kejaksaan pada tahap penuntutan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam proses peradilan pidana tersebut ada beberapa ciri pendekatan yang ditulis oleh Mardjono Reksodiputro, diantaranya :

1. Titik beratnya koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana

2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana

3. Lebih mengutamakan efektivitas sistem penanggulangan kejahatan dari pada efisiensi penyelesaian perkara.

Sekalipun KUHAP telah menggariskan tugas dan wewenang masing masing instansi  aparat penegak hukum, meski begitu KUHAP juga memuat ketentuan yang menjalin instansi-instanti penegak hukum dalam suatu hubungan kerjasama yang dititikberatkan bukan hanya pada untuk menjernihkan tugas, wewenang dan efisiensi kerja, tetapi juga diarahkan untuk terbinannya sebuah tim aparat penegak hukum  yang dibebani tugas dan tanggungjawab saling mengawasi dalam “sistem ceking” antara sesama mereka, malahan sistem ini bukan hanya meliputi aparat penegak hukum saja, tapi diperluas sampai pejabat lembaga pemasyarakatan, penasehat hukum dan keluarga tersangka / terdakwa. Sitem ceking ini merupakan koordinasi fungsional dan instansional.

Bentuk-bentuk hubungan koordinasi fungsional dalam penyidikan yang sudah diatur dalam KUHAP adalah : (1) Pemberitahuan dimulainya penyidikan, (2) Perpanjangan penahanan, (3) Pemberitahuan  penghentian penyidikan, (4) Penyerahan berkas perkara. Sedangkan bentuk koordinasi instansional yakni (1) Rapat kerja gabungan antar instansi aparat penegak hukum, (2) Penataran gabungan,dll
.

Mengorganisasikan beberapa instansi ke dalam kesatuan kerja memang sulit, oleh karena itu penyelesaian proses pidana harus menonjolkan hasil kerja sebagai suatu sistem, adanya koordinasi, saling ketergantungan serta adanya suatu tujuan bersama di antara instansi aparat penegak hukum atau subsistem yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Apabila subsistem peradilan pidana tersebut tidak berkoordinasi dan bekerja dalam keterpaduan, maka menurut Mardjono.R akan terdapat tiga kerugian diantaranya :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi  sehubungan  dengan tugas mereka bersama 

2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi ( sebagai subsistem peradilan pidana )

3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi kurang jelas terbagi, maka instansi tidak terlalu memeperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Dalam sistem peradilan pidana maka proses penyidikan  merupakan tahapan awal dalam  upaya pemberantasan tindak pidana, dengan demikian keberhasilan pada tahap penyidikan akan sangat menentukan tahapan berikutnya. Dalam menangani tindak pidana polisi memegang peran yang sangat penting  karena polisi merupakan pintu masuk seseorang ke dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain peran jaksa juga sangat penting oleh karena apa yang telah diperoleh polisi dalam usaha penyidikan selaku penyidik, akan ditentukan oleh jaksa apakah akan diteruskan ke pengadilan atau tidak. Hakim pengadilan yang memeberi putusan dan terakhir adalah lembaga pemasyarakatan yang mengelola terdakwa agar tidak kembali melakukan tindak pidana.

Dengan demikian masalah penegakan hukum seperti penyidikan, penuntutan peradilan, pelaksanaan hukuman, harus berada dalam suatu koordinasi yang baik. Kalau tidak sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik, selanjutnya upaya penegakan hukum tidak akan berjalan dengan maksimal. 

Mengingat tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus ( lex specialis ), maka tindak pidana korupsi tersebut mempunyai aturan penyidikan tersendiri. Penyidik dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi adalah penyidik Polri  sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 KUHAP, ditambah dengan jaksa dan penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila hubungan koordinasi fungsional dan instansional dari masing-masing sub sistem itu tidak berjalan baik maka selalu ada kemungkinan terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam proses penyidikan.

Kenyataan yang kita temukan, disamping tidak jelasnya hubungan koordinasi fungsional dan instansional dari masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana serta tidak adanya sinkronisasi aturan. Sinkronisasi aturan merupakan hal yang penting dalam substansi hukum. Hukum sebagai suatu produk legislatif juga harus merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain. Dengan demikian suatu aturan yang mengatur persoalan yang sama haruslah sinkron, sehingga tidak akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga lain dalam menangani suatau perkara pidana. Hal ini pulalah menurut  Loebby Luqman yang menjadi salah satu penyebab perlunya dikaji hubungan antara satu lembaga penegak hukum dengan lembaga penegak hukum lainnnya dalam proses peradilan pidana. 

2.   Rumusan Masalah
1. Bagaimana bentuk pelaksanaan koordinasi fungsional dan instansional dari aparat penegak hukum dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Kota Padang.

2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan koordinasi dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi

3. Bagaimana reaksi aparat penegak hukum apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan koordinasi fungsional dan instansional dimaksud.

3.  Tujuan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Mengetahui bentuk pelaksanaan koordinasi fungsional dan instansional aparat  penegak hukum dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Kota Padang

2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan

3. Mengetahui reaksi aparat penegak hukum apabila terjadi penyimpangan.

4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dari hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum yakni terkait dengan koordinasi fungsional dan instansional aparatur penegak hukum

2. Secara praktis hendaknya dapat menjadi wawasan, masukan dan motivasi bagi aparatur penegak hukum dalam melaksanakan koordinasi dengan baik dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana.

5.   Kerangka Teoritis dan Konseptual
a.  Kerangka Teoritis

1.  Teori Negara Hukum


Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machstaat). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannnya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.


Selanjutnya penjelasan UUD 1945 itu menerangkan bahawa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak absolutisme  (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi harus berdasarkan atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya dministrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-undangan.


Kemudian ada tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara yang tertera dalam UUD 1945 diantaranya adalah :

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum ( rechtstaat )

2. Sistem konstitusional

3. Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

4. Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

5. Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

6. Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

7. Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.


Berbicara mengenai negara hukum tentunya kita harus mengetahui perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD 1945 telah diketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun dalam hal sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut ; “ Sifat negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terkait kepada aturan- aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “rule of law”.


Menurut Ismail Suny dalam brosur beliau Mekanisme Demokrasi Pancasila mengatakan bahwa negara hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

1. Menjunjung tinggi hukum

2. Adanya pembagian kekuasaan

3. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya

4. Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.

Selanjutnya hal senada juga dikedepankan oleh bagir Manan, menurutnya 

ciri-ciri negara hukum (rechtstaat) adalah :

1. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan / legalitas

2. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia  (HAM)

3. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin perlindungan HAM

4. Adanya Peradilan Administrasi

Sebagai hukum dasar tertulis UUD 1945 hanya mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum, produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau law enforcement. Terhadap hal ini maka kinerja reformasi hukum sesuai ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 serta UU No.25 Tahun 2000 tentang PROPENAS memiliki agenda diantaranya :

1. Reformasi dibidang peraturan perundang-undangan (legislation reform)

2. Reformasi Peradilan (judicial reform)

3. Reformasi aparatur penegak hukum (enforcement apparatur reform)

4. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan KKN (urgent 7 strategic enforcement action)

5. Menumbuhkan budaya taat hukum (legal culture reform)

Dalam merealisasikan agenda PROPENAS untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana korupsi dan upaya pemberantasan korupsi maka sebagai negara hukum yang menganut sistem kedaulatan hukum dan supremasi hukum, di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakuakan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan pada tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan  Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat      ( Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia diantaranya adalah :

1. Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri atas :

a. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat

b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT /PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan  (perbuatan korupsi lainnya) lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB)

c. Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi

d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT /PEPERPU/031/1958 serta peraturan  pelaksanaannya

e. Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/1/7/1958 tanggal 17 April 1958

2. Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961

3. Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19; TNLRI 2958) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40; TNLRI 387) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134; TNLRI 4150) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LNRI 2002-137; TNLRI 4250) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disamping Peraturan Perundang-Undangan Indonesia juga mempunyai  Badan-Badan Pemberantas Korupsi dan satu badan khusus yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), badan-badan tersebut diantaranya adalah  Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Komite Anti Korupsi (KAK), Komisi Empat, OPSTIB, KPKPN dan TGPTPK.

Meski begitu kita tidak bisa menafikkan bahwa sampai hari ini penanganan kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi nasih jauh dari apa yang kita harapkan hal itu tentu saja disebabkan karena kompleksitas permasaalahan hukum yang sangat beragam. 

2.   Penegakan Hukum


Kita sering mendengar kata penegakan hukum (supremasi hukum), timbul pertanyaan mengapa hukum harus ditegakkan ? Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yng menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.


Secara konseptual arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan  hidup
. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (bijzonder dwangmiddelen) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.

Hukum telah dikonsep ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut  “hukum”. Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

1. Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam

2. Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan

3. Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya law enforcement, merupakan ujung tombak agar terciptanya  tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi
. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (law making process), proses sosialisasi hukum (law illumination process) dan proses penegakan hukum (law enforcement process)
. 

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi  kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Selanjutnya menurut Satjipto dan Liliana , bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif  adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparatur penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparatur penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.

Mengenai hal di atas Mochtar kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

4. Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan

5. Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga karena pelanggaran  hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Supremasi hukum harus dilaksanakan  sesuai dengan ungkapan “fiat justicia et pereat mundus” ( meskipun langit runtuh hukum harus ditegakkan).

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang). Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Diberlakukannya undang-undang korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada undang-undang korupsi. Mengapa dimensi politik kriminal tidak berfungsi , hal ini terkait dengan sistem penegakan hukum di negara Indonesia yang tidak egaliter. Sistem penegakan hukum yang berlaku dapat menempatkan koruptor tingkat tinggi di atas hukum. Sistem penegakan hukm yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini diperparah dengan adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat korup hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hukum.

Budaya hukum elit penguasa tidak menghargai kedaulatan hukum, tetapi lebih mementingkan status sosial si koruptor dengan melihat kekuasaan politik atau kekuatan ekonominya. Praktik penegakan hukum seperti ini bertentangan dengan kaidah prasyarat bernegara hukum. Membiarkan koruptor menjarah kekayaan  dan aset negara berarti menjadi bagian dari pengkhianatan terhadap negara. Budaya anti korupsi harus dimobilisasi melalui gerakan hukum dan gerakan sosial politik secara simultan. Gerakan ini harus domotori integritas moral para personal dan keandalan jaringan institusional. Dengan demikian arus tersebut pada gilirannya secara signifikan mampu membuat toleransi nol terhadap fenomena korupsi, dan korupsi di Indonesia bisa diberantas.

b.  Kerangka Konseptual
Untuk bisa mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini 

1. Sistem Peradilan Pidana 


Sistem peradilan pidana atau criminal justice system adalah mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem, Reminton dan Ohlin mngemukakan bahwa criminal justice syistem dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administari dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu semakin mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional  dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. 


Mardjono Reksodiputro memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
 Dalam kesempatan lain Mardjono mengemukan bahwa sistem peradilan pidana (crminal justice system ) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk  menanggulangi kejahatan, menanggulangi di sini diartikan sebagai mengendalikan kejahatan  agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.


Satjipto Rahardjo mengemukan beberapa karakteristik dari sistem peradilan pidana  yaitu :

1. Merupakan suatu yang bertujuan, sebuah sistem berorientasi kepada tujuan tertentu

2. Merupakan keseluruhan  ( wholism )

3. Keterbukaan, suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yakni lingkungan

4. Adanya transparansi

5. Saling berhubungan

6. Mekanisme kontrol, terdapat kekuatan yang menyatukan, yaitu mempertahankan berdirinya bangunan atau sistem tersebut.

Muladi 
 mengemukakan bahwa sistem perdilan pidana merupakan sebuah jaringan ( network) perdailan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial, sifat yang terlalu formal jika dilandasi untuk untuk kepentingan hukum saja akan membawa bencana berupa ketidak adilan, maka integrated criminal justice syste adalah sinkronisasi atau keserempakan yang dapat dibedakan dalam beberapa bentuk :

1. Sinkronisasi struktural (structural syincronization)

Adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

2. Sinkrosnisasi substansial (substansial syincrinisation)

Adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

3. Sinkronisasi kultural (cultural syncronisation)

Adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh melandasi jalannya  sistem peradilan pidana.

Maka menurut muladi sistem peradilan pidana yang cocok untuk Indonesia adalah model yang mengacu pada daad-dader strafrecht yakni kodel yang realistik, yang mmeperhatiakn berbagai kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan. 
Karena itu model ini disebut model keseimbangan kepentingan.

2.  Penyidikan 


Secara yuridis penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terangnya tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana.


Dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan opsporing, menurut De Pinto, menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat penyidik yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum.


Sedangkan penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan, terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada pasal 1 butir 1, kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam pasal 6 KUHAP. Akan tetapi di samping apa yang diatur dalam pasal 1 butir 1 pasal 6 juga terdapat pada pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Sedangkan untuk tindak pidana korupsi yang termasuk tindak pidana khusus ( lex specialis) maka selain penyidik polri yang diatur dalam KUHAP, ditambah dengan jaksa dan penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 


Untuk mengetahui siapa yang berhak menjadi penyidik ditinjau dari instansi maupun kepangkatan yang diatur dalam pasal 6 KUHAP antara lain :

1. Pejabat Penyidik Polri

Menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah pejbat polisi negara. Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai  penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan, hal itu ditegaskan dalam pasal 6 ayat (2), cuma KUHAP sendiri belum mengatur syarat kepangkatan yang dikehendaki pasal 6 tersebut. Syarat kepangkatan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP), untuk itu pasal 6 telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan, pejabat penyidik disesuaikan dengan kepangkatan Penuntut Umum  dan Hakim Pengadilan Negeri.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik adalah PP No. 27 Tahun 1983 dan ditetapkan pada tanggal 1 agustus 1983, syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam BAB II antara lain :

a. Pejabat penyidik penuh

Pejabat polisi yang bisa diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan sbb :

1) Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi

2) Berpangkat Bintara di bawah pembantu Letnan Dua  apa bila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pmbntu Letnan Dua 

3) Ditunjuk dan diangkat oleh kepala kepolisian RI

b. Pejabat penyidik pembantu

Syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai penyidik pembantu yang diatur dalam pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983 antara lain :

1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersa Dua polisi 

2) Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda ( golongan II/a )

3) Diangkat oleh kepala kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu PNS yang diberi fungsi dan wewenang sebagai penyidik, pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang bagi penyidik Pegawai Negeri Sipil disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “ Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya dan dalam pelaksanaan tugas berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri”. 


Sedangkan untuk penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diangkat dan diberhentikan berdasar pada Undang- undang No. 30 Tahun 2002 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2002 tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

3. Prinsip Koordinasi Fungsional dan Instansional

Bentuk-bentuk hubungan koordinasi fungsional dalam penyidikan yang sudah diatur dalam KUHAP adalah : (1) Pemberitahuan dimulainya penyidikan, (2) Perpanjangan penahanan, (3) Pemberitahuan  penghentian penyidikan, (4) Penyerahan berkas perkara. Sedangkan bentuk koordinasi instansional yakni (1) Rapat kerja gabungan antar instansi aparat penegak hukum, (2) Penataran gabungan dll.

Proses peradilan pidana adalah merupakan rangkaian kegiatan yang secara organisatoris dilaksanakan oleh lembaga-lembaga perdailan yang terkait dalam sistem perdilan pidana. Sebagai suatu sistem maka ia merupakan suatu yang utuh yang tediri dari sub sistem- sub sistem yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan ( hakim) dan lembaga Pemasyarakatan.Tugas dan wewenang sub sistem tersebut saling terkait dan bertalian satu sama lain, dalam arti adanya suatu koordinasi fungsional dan instansional serta adanya sinkronisasi dalam pelaksanaan.


Pada pasal 1 butir 8 KUHAP telah menggariskan pembagian tugas wewenanng masing-masing instansi aparat penegak hukum, polisi berkedudukan sebagai instansi penyidik dan kejaksaan berkedudukan pokok sebagai  aparat penuntut umum dan pelaksana eksekusi putusan pengadilan, sedang hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang untuk mengadili.


Akan tetapi sekalipun KUHAP mnggariskan pembagian wewenang secara instansional, KUHAP sendiri memuat ketentuan yang menjalin instansi-instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerja sama yang dititikberatkan bukan hanya untuk menjernihkan tugas wewenang dan efisiensi kerja, tetapi juga diarahkan untuk terbina suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas dan tanggung jawab saling mengawasi dalam “sistem ceking” antara sesama mereka. Malahan sistem ini bukan hanya meliputi antar instansi pejabat penegak hukum polisi, jaksa dan hakim saja tetapi diperluas sampai pejabat lembaga pemasyarakatan, penasehat hukum dan keluarga tersangka atau terdakwa.


Untuk memperkecil terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang pelaksanaan penegakan hukum maka KUHAP mengatur suatu sistem pengawasan berbentuk “sistem ceking” yang merupakan koordinasi fungsional dan instansional. Hal ini berari masing-msing intstansi sama berdiri sejajar dan setaraf, antar instansi yang satu dengan instansi yang lain tidak berada di atas atau di bawah instansi lainnya. Yang ada ialah koordinasi pelaksanaan fungsi penegakan hukum antar instansi. Masing-masing saling menepati ketentuan wewenang dan tanggung jawab demi kelancaran dan kelanjutan penyelesaian proses penegakan hukum. Keterikatan masing-masing instansi antara yang satu dengan yang lain semata-mata dalam proses penegakan hukum. Kelambatan dan kekeliruan pada satu instansi mngakibatkan rusaknya jalinan pelakasanan koordinasi dan sinkronisasi penegakan hukum. Konsekuensinya instansi yang besangkutan yang akan memikul tnggung jawab kelalaian dan kekeliruan tersebut di muk sidang praperadilan.


Pada hakikatnya peranan koordinasi merupakan upaya pengaturan tindak dan pembentukan kesatuan persepsi. Upaya koordinasi sesama aparat penegak hukum dilaksanakan dengan semboyan “ saling asah asih dan asuh”. Wadah koordinasi para aparat penegak hukum antara lain di pusat ada MAKEHJAPOL ( Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan, dan Kepolisian ). Di daerah RAKORGAKKUM ( Rapat Koordinasi Penegak Hukum ) namun tampaknya belum memberikan manfaat yang berarti karena koordinasi dimaksud belum efektif.

4.  Tindak Pidana Korupsi


Menurut Fockema Andreae
  kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau coruptus, corrupt ; Prancis yaitu corruption dan Belanda yaitu crrouptie (koruptie). Kita bisa memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun kebahasa Indonesia yaitu korupsi.

Arti harfiah dari kata itu adalah kebusukan, kejahatan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina  atau memfitnah  seperti dapat dibaca dalam The Lexicon Webster Dictionary :

“ Corruption {L. Corruptio (n-) } The act of corrupting or the state of bein, corrupt ; putrefactive decomposition, putrid matter, moral perversion, depravity perversion of integrity; corrupt or dishonest procedungs, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased form of a word”


Rumusan korupsi dari sisi pandangan sosiologis menurut makna korupsi secara sosiologis dikaji oleh Martiman Prodjohamodjojo
 dengan mengemukakan pendapat Syeid Hussein Alatas yang mengatakan bahwa :

“ Terjadi korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan  sipemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang atau hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk juga dalam pengertian ini yakni pemerasan berupa permintaan pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik yang mereka urus bagi kepentingan mereka sendiri”.

Sementara itu Baharuddin Lopa
 mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukan antara lain berbunyi,  financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt ( manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi). Selanjutnya ia menjelaskan the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies (istilah ini juga sering digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum ). Dikatakan pula  disguised payment of the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt ( pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang , biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi). Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan  political corruption (politik korupsi) adalah electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative of judicial decicion, or govermental appoinment ( korupsi pada penelitian umum termasuk memperoleh suara dengan uang , janji dengan jabatan atau hadiah khusus , paksaan, intimidasi dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam lagislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan).

Secara yuridis pengertian korupsi dapat dilihat dalam pasal 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yakni “Setiap orang  yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara”. Kemudian Pasal 3 yakni “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

I.G.M Nurdjana mengemukakan rumusan korupsi dari sisi pandang teori pasar dengan mengutip pendapat Jacob Van Klaveren mengatakan bahwa seorang abdi negara ( pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor / instansinya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya mengusahakan pendapatannya semaksimal mungkin.

Berdasarkan dari beberapa rumusan korupsi di atas maka dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara yang dari segi materil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Pengertian korupsi ini seringkali tidak dapat dibedakan dengan pengertian kolusi dan nepotisme. Secara gramatikal menjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini disebabkan oleh karena ketiga perbuatan itu mempunyai batasan yang sangat tipis dan dalam prakteknya seringkali menjadi satu kesatuan tindakan atau merupakn unsur-unsur dari perbuatan korupsi.

6. Metode Penelitian

    a.   Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan  pendekatan hukum sosiologis atau empiris (sosio legal research ), yakni untuk mengetahui penerapan hukum  tentang berlakunya hukum positif  yang dalam hal ini Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Melalui hubungan koordinasi fungsional dan instansional aparat penegak hukum di lapangan.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum sosiologis atau empiris yakni penelitian yang intinya adalah efektivitas hukum. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuanya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu  sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif, dikatakan deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan akan didapat gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai pelaksanaan koordinasi fungsional dan instansional aparat penegak hukum.

b.   Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kota Padang dengan pertimbangan bahwa kota Padang merupakan ibu kota propinsi Sumatera Barat dengan jumlah pendukuk yang banyak dan heterogen. Di samping itu kota Padang dipadati oleh instansi-instansi pemerintah yang rentan bagi terjadinya tindak pidana korupsi.

   c.   Jenis dan Sumber Data

         Jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah :

a.    Data primer yaitu data utama yang dikumpulkan melalui penelitian langsung di lapangan yang bersumber pada penelitian dan wawancara pada dinas instansi terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan (Hakim).

b. Data sekunder yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, serta bahan-bahan yang diperoleh dari literatur-literatur perpustakaan (Library research) untuk menunjang penulisan dan penelitian penulis.

  d.   Metode dan Alat Pengumpul Data

         Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan, baik itu wawancara bebas (seperti percakapan biasa tetapi tetap mengacu pada pokok permasalahan yang akan diteliti), maupun wawancara terpimpin ( yaitu kuisioner lisan yang pengisiannya dilakukan pewawancara berdasarkan pedoman wawancara). Wawancara dilakukan kepada aparat terkait, karena populasi belum diketahui maka peneliti mengambil beberapa orang sebagai responden yang memakai purposive sampling. Dalam hal ini ditetapkan secara sengaja oleh peneliti yakni :

1.   Kepolisian

: 10 orang

2.   Kejaksaan 

: 10 orang

3.   Pengadilan (Hakim)
: 10 orang

Dengan demikian jumlah responden yang diwawancarai berjumlah 30 orang

    e.   Teknik Analisis Data
  Semua data yang terkumpul baik itu data yang primer maupun data sekunder diproses melalui :

1. Editing data, yakni mengedit dan memilih data yang dianggap perlu         untuk menjawab permasalahan dari penelitian yang dilakukan

2. Pengolahan data, yaitu data yang telah diedit atau dipilih tersebut disusun dengan kapasitas fungsinya

3. Data dikelompokkan ke dalam komponen-komponen yang telah disesuaikan dengan masalah-masalah dan tujuan penelitian. 

   f.      Jadwal Penelitian

	NO
	K E G I A T A N


	BULAN / TAHUN 2006 – 2007

	
	
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4

	I
	Persiapan penelitian
	V
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Pengumpulan data sekunder
	
	V
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pembuatan proposal
	
	
	V
	V
	
	
	
	
	

	
	Penelitian lapangan
	
	
	
	
	V
	V
	
	
	

	III
	Pengolahan data
	
	
	
	
	
	V
	V
	
	

	
	Analisis data
	
	
	
	
	
	
	V
	V
	

	IV
	Penulisan laporan
	
	
	
	
	
	
	
	V
	

	
	Seminar
	
	
	
	
	
	
	
	V
	

	
	Penggandaan
	
	
	
	
	
	
	
	
	V


Penelitian ini direncanakan berlangsung dalam empat tahapan, pertama persiapan penelitian, mempelajari dan melihat permasaalahan yang ada untuk dijadikan sebagai objek penelitian, kedua mengumpulkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan, ketiga proses pengolahan dan analisis data, keempat penulisan laporan. Seperti Terlihat pada tabel di bawah ini

a. Perkiraan Biaya Penelitian

1. Pra Penelitian

a. Penulisan dan penggandaan proposal


Rp. 400.000

b. Kolokium proposal




Rp. 150.000

2. Pelaksanaan Penelitian
a. Transport selama penelitian



Rp. 500.000

b. Kebutuhan lain-lain




Rp. 250.000

4. Penulisan dan Penggandaan Tesis

a. Pengolahan data




Rp. 250.000
b. Penulisan tesis





Rp. 500.000
c. Seminar hasil





Rp. 150.000
d. Penggandaan tesis




Rp. 500.000
Jumlah







Rp. 2.700.000
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